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PERATURAN  DAERAH  PROPINSI  SULAWESI  TENGAH 

NOMOR  : 9 TAHUN 2006 
 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH 
PADA PT. BANK SULTENG, PD. SULTENG DAN 
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA 

 
DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 
GUBERNUR  SULAWESI  TENGAH, 

 
 

Menimbang : a. bahwaberdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah sappat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun 
anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 

 
b. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan 

Pendapatan Daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat diwilayah 
Propinsi Sulawesi Tengah, perlu mengarahkan penggunaan sebagian 
Pendapatan Daerah dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  kepada 
BUMD dan pihak swasta. 

 
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b 

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah Propinsi  Sulawesi Tengah pada PT. Bank SULTENG, PD 
SULTENG, dan PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Jakarta.  

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1964 tentang  Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1964  Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2687); 

 
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 

  
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
 TAHUN 2006  NOMOR  9      

      2 
 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548); 

 
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2470)  

 
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3501)  

 
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 

 
  8. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  3888); 

  
  9.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

 
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peundang-

Undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4197); 

 
12.  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perubahan Satwa 

Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan 

Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam 
Penataan Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 372); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam 

dan Kawasan Pelestarian Alam  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998  Nomor 132,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3776); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan Hutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4206); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 

 
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan 

Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291); 

 
24. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah 
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2);  

 
25. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Pembinaan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan, PPNS Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah 
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri E Nomor 3). 
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Dengan  Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH 
dan 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan: PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI 
TENGAH PADA PT. BANK SULTENG, PD. SULTENG DAN PT. 
ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA 

 
   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. 
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar . 

3. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur. 
5. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena 

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu 
rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

8. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah modal usaha pada BUMD dan 
pihak swasta. 

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

Penyertaan modal Pemda dimaksudkan untuk : 
1. Memperkuat lembaga Keuangan Pemda pada PT Bank Sulteng. 
2. Memperkuat Modal pada Perusahaan Daerah. 
3. Mendayagunakan sumber dana yang dimiliki oleh Pemda pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA 

Jakarta. 
 

Pasal 3 
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk : 
a. Meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Daerah. 
b. Meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan setiap 

Perusahaan Daerah, dan 


